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Fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau nikah siri masih
banyak terjadi di Indonesia dan membawa dampak hukum yang serius, terutama
bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Salah satu konsekuensi
utamanya adalah kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak
pada pemenuhan hak-hak dasar anak seperti identitas hukum, pendidikan, dan
perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, permohonan isbat nikah ke
Pengadilan Agama menjadi jalur yang dapat ditempuh untuk memperoleh legalitas
pernikahan. Namun, dalam praktiknya tidak semua permohonan dikabulkan, seperti
dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1941/Pdt.G/2021/PA.BL yang
menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok
permasalahan: 1) bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan
isbat nikah perkara No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BL dan 2), bagaimana tinjauan teori
interpretasi hukum, serta teori hukum lainnya terhadap dasar hukum yang
digunakan hakim dalalm putusan perkara No. 1941/Pdt.G/2021/PA.BL tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis
penelitian hukum normatif. Data utama diperoleh dari putusan resmi Pengadilan
Agama Blitar dan didukung oleh sumber hukum primer serta sekunder seperti
peraturan perundang-undangan, buku literatur, serta doktrin-doktrin hukum Islam
dan positif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan
teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam
perkara isbat nikah Nomor 1941/Pdt.G/2021/PA.BL, Majelis Hakim Pengadilan
Agama Blitar menolak permohonan karena bukti yang diajukan tidak cukup kuat
untuk membuktikan adanya pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yakni
hanya berupa KTP dan dua saksi yang tidak menyaksikan langsung akad nikah.
Pendekatan interpretasi hukum yang digunakan hakim mencerminkan pandangan
positivistik, dengan menitikberatkan pada pembuktian formil dan hukum tertulis
sebagai dasar utama putusan. 2) Dalam analisis Putusan Nomor
1941/Pdt.G/2021/PA.BL menunjukkan bahwa, hakim menggunakan pendekatan
teori interpretasi hukum secara sistematis dan sosiologis. Pendekatan sistematis
terlihat dari pertimbangan hakim yang merujuk pada keterkaitan antara Undang-
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Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sementara pendekatan
sosiologis digunakan untuk menekankan tujuan hukum, seperti perlindungan anak
dan kepastian hukum keluarga. Hakim juga mempertimbangkan pendekatan
progresif yang memperhatikan kondisi sosial, meskipun pada akhirnya permohonan
isbat nikah ditolak karena tidak cukup bukti formil. Putusan ini menunjukkan
keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan, serta selaras dengan
prinsip magqdasid al-syari ‘ah, khususnya menjaga keturunan (hifz al-nasl), dengan
tetap berpijak pada hukum positif dan nilai-nilai substansial hukum Islam.
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Unregistered marriages (commonly referred to as nikah siri) are still
prevalent in Indonesia and often result in serious legal consequences, particularly
for children born from such unions. One of the primary implications is the difficulty
in obtaining a birth certificate, which hampers the fulfillment of basic rights such
as legal identity, access to education, and social protection. In this regard,
submitting a marriage validation (isbat nikah) request to the Religious Court
becomes a legal avenue to legitimize the marriage. However, not all requests are
approved, as exemplified in the decision of the Religious Court of Blitar No.
1941/Pdt.G/2021/PA.BL, which is the subject of this study.

This study addresses two core issues: first, an analysis of the judge's legal
reasoning in rejecting the isbat nikah petition; second, a review of legal theories,
particularly the theory of legal interpretation, used as the basis for the court's
decision.

This research employs a normative legal method with a descriptive
qualitative approach. The primary data are drawn from the official decision of the
Religious Court of Blitar, supported by primary and secondary legal sources,
including legislation, scholarly literature, and doctrinal sources in Islamic and
positive law. The data collection technique used is document study, and the data
analysis applies descriptive and deductive methods.

The findings reveal 1), In the case of marriage legalization (isbat nikah)
Number 1941/Pdt.G/2021/PA.BL, the Panel of Judges of the Religious Court of
Blitar rejected the petition because the evidence presented was not strong enough
to prove that a valid marriage had taken place according to Islamic law, as it only
included an ID card and two witnesses who did not directly observe the marriage
contract (akad nikah). The legal interpretation approach used by the judge reflects
a positivistic view, emphasi zing formal evidence and written law as the primary
basis for the decision. 2), In Decision Number 1941/Pdt.G/2021/PA.BL, the judge
applied a systematic and sociological approach to legal interpretation. The
systematic approach is evident in the judge’s consideration of the interrelation
between the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), while the
sociological approach emphasizes the purpose of the law, such as the protection of
children's rights and legal certainty in the family. The judge also adopted a

XX



progressive approach by taking into account the social context, although the petition
for marriage legalization (isbat nikah) was ultimately rejected due to insufficient
formal evidence. This decision reflects a balance between legal certainty and
justice, in line with the principles of magqgasid al-shari‘ah, particularly the
preservation of lineage (hifz al-nasl), while still grounded in positive law and the
substantive values of Islamic law.
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